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BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 90D/ (o8 Tatufd20(8

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN

Menimbang

Mengingat

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2018

. a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dart Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas
pemberian hibah dan bantuan sosial;

. bahwa guna ketertiban dan kelancaran serta

akuntabilitas pelaksanaan anggaran Belanja Hibah, maka
perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi Belanja Hibah pada Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pemben_tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA
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11. Peraturan Bupati Sukocharjo Nomor 57 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 422)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 199);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87).

MEMUTUSKAN

. Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring dan

Evaluasi Belanja Hibah pada Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

: Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU adalah:

a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah pada
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2018; dan

b. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018.
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KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Sepfemboer 208

BUPAT! SUKOHARJO,
A s
WARDOYQO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

3. Kepala Bagian Hukum  Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

4. Tim yang bersangkutan.
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Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/Gog Tanut 108
Tanggal : ;4 copomob™ a0\d

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2018
No. NAMA/JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
1. 2. 3. 4.
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan  bimbingan
dan pengarahan
2. | Wakil Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan  bimbingan
dan pengarahan
3. | Sekretaris Daerah | Penanggung | Bertangung jawab seluruh
Kabupaten Sukoharjo jawab kegiatan
4. | Asisten Pemerintahan | Koordinator | Bertanggung jawab
Sekretariat Daerah mengkoordinir seluruh
Kabupaten Sukoharijo kegiatan
5. | Kepala Bagian Ketua Bertangunggjawab
Pemerintahan  Sekretariat terhadap pelaksanaan
Daerah Kabupaten kegiatan
Sukoharjo
6. |Kepala Sub Bagian Sekretaris Bertangunggjawab di
Pemerintahan Umum pada bidang kesekretariatan
Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo
7. | Kepala Sub Bagian Anggota Bertanggung jawab sesuai
Administrasi  Kewilayahan bidang tugasnya
pada Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo
8. |Kepala Sub Bagian Otonomi Anggota Bertanggung jawab sesuai
Daerah dan Kerjasama pada bidang tugasnya
Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo
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Kabupaten Sukoharjo

i 2. 3 4,

9. | SUYANTI, SE., MH. Anggota Bertanggung jawab sesuai
Fungsional Umum pada bidang tugasnya
Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

10. | TRI RETNO MARINI, Anggota Bertanggung jawab sesuai
5.80s,MM. bidang tugasnya
Fungsional Umum pada
Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

11. | RONY GUNAWAN, SH. Anggota Bertanggung jawab sesuai
Fungsional Umum pada bidang tugasnya
Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

12. |AGUS JOKO PURNOMO, Anggota Bertanggung jawab sesuai
A.Md. bidang tugasnya
Fungsional Umum pada
Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

13. | PITUT AHYANI Anggota Bertanggung jawab sesuai
Fungsional Umum pada bidang tugasnya
Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

14. | SUDIYOKO Anggota Bertanggung jawab sesuai
Fungsional Umum pada bidang tugasnya
Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah

BUPATI SUKOHARJO,

o

/ WARDOYO WIJAYA

areid
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